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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim dalam 
Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis 
dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr, hakim 
mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis. 
Faktor yuridis didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta unsur-unsur perbuatann pidana yang 
dapat dibuktikan dipengadilan.  Sedangkan faktor non yuridis adalah 
kondisi riil terdakwa bahwa terdakwa belum pernah dihukum 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Dalam mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis untuk 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku abortus provocatus 
criminalis berupa pidana penjara, hakim diharapkan menyimak 
dengan teliti kasus yang dihadapi agar dapat menjatuhkan 
putusan yang adil. 
2.  Disarankan agar masyarakat pada umumnya meningkatkan 





perilaku menyimpang, yaitu tindak pidana aborsi sehingga dapat 
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